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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Akuntansi Sektor Publik telah selesai di
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki
minat terhadap pembahasan Akuntansi Sektor Publik.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Akuntansi Sektor Publik. Buku ini merupakan panduan komprehensif untuk
memahami akuntansi dalam konteks sektor publik bagi para profesional
keuangan, akademisi, praktisi sektor publik dan semua yang tertarik dalam
tata kelola publik yang baik.

Bab-bab yang disajikan dalam buku ini terkait akuntansi sektor publik
yang lebih mendalam, seperti gambaran umum akuntansi sektor publik,
akuntansi keuangan sektor publik, organisasi nirlaba, laporan keuangan
sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, sistem pengendalian
manajemen sektor publik, penganggaran sektor publik, jenis-jenis anggaran
sektor publik, APBN dan APBD, strategi pembelanjaan dan investasi sektor
publik, penilaian kinerja sektor publik, rasio keuangan organisasi sektor publik,
audit sektor publik, proses audit kinerja.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.



Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2023

Penulis
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BAB

GAMBARAN UMUM
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Mendeskripsikan karakteristik organisasi sektor publik.
Menjelaskan tujuan dan perkembangan akuntansi sektor publik.
Membandingkan akuntansi sektor publik dan swasta.

Menjelaskan bidang-bidang terapan dalam akuntansi sektor publik.

PWNPE

A. KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik menjadi unsur yang sangat penting dalam
menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan termasuk pengelolaan
keuangan dan pelaporan. Aktivitas ini bukan hanya sekadar pencatatan
angka-angka, melainkan juga memiliki tujuan yang khusus, yaitu mencapai
hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Akuntansi sektor publik memiliki
karakteristik yang unik, yang mendorong penggunaan metode dan
pendekatan yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Karakteristik-
karakteristik ini tidak hanya mencerminkan kompleksitasnya lingkungan di
mana sektor publik beroperasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab
sosial yang lebih luas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Karakteristik akuntansi sektor publik mencakup aspek-aspek seperti
transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang menjadi fokus utama
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik
tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan internal,
tetapi juga kepada masyarakat umum, yang memungkinkan penggunaan
sumber daya publik dengan sebaik-baiknya.



BAB
2

AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS).
Menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Menguraikan teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik.

N

A. INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARD (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah
seperangkat standar akuntansi yang digunakan untuk entitas sektor publik di
seluruh dunia. IPSAS dirancang untuk memfasilitasi pelaporan keuangan yang
konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan antara berbagai entitas
pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan
pemerintah, dan lembaga sektor publik lainnya.

IPSAS pertama kali dikembangkan oleh Committee on Governmental
Accounting (COGA) vyang dibentuk oleh International Federation of
Accountants (IFAC). COGA bertujuan untuk mengembangkan standar
akuntansi yang cocok untuk entitas sektor publik di seluruh dunia.

IPSAS berlaku untuk berbagai jenis entitas sektor publik, termasuk
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan pemerintah, dan
lembaga-lembaga sektor publik lainnya yang menghasilkan laporan keuangan.
Selain itu, IPSAS juga berlaku untuk organisasi yang menerima dana publik
dan menggunakannya untuk tujuan umum. IPSAS mencakup berbagai aspek
akuntansi sektor publik, termasuk pengakuan pendapatan, pengukuran aset
dan kewajiban, pelaporan aset tak berwujud, pengungkapan informasi, serta
pelaporan kinerja keuangan dan non-keuangan.
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ORGANISASI NIRLABA

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
Menjelaskan definisi sumbangan terikat dan tak terikat.
3. Menguraikan teknik-teknik organisasi nirlaba.

N

A. PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Organisasi nirlaba berbeda secara signifikan dengan organisasi yang
mengutamakan keuntungan finansial. Organisasi nirlaba tidak hanya
bertujuan mencari laba, meskipun prinsip "not-for-profit" juga berarti mereka
tidak boleh mengalami kerugian. Sebaliknya, surplus yang dihasilkan oleh
organisasi nirlaba harus digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat,
bukan untuk memperkaya pemiliknya.

Selain itu, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat
diperdagangkan, dialihkan, atau dibeli kembali seperti dalam organisasi bisnis.
Selain kepemilikan, cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya untuk
menjalankan operasinya juga berbeda. Organisasi nirlaba biasanya
mengandalkan sumbangan dari anggota dan donatur, yang pada prinsipnya
tidak mengharapkan pengembalian atas donasi mereka. Para donatur, baik
dengan syarat atau tanpa syarat, mengharapkan transparansi dan
pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana yang mereka sumbangkan.
Mereka ingin memastikan bahwa dana yang mereka berikan digunakan
dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Untuk memenuhi harapan para donatur dan menjaga tingkat
akuntabilitas yang tinggi, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan
keuangan. Ini bisa menjadi tugas yang menantang, terutama bagi organisasi
nirlaba yang memiliki sumber daya terbatas dan lebih berfokus pada
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LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik.

2. Menjelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor public menurut
SFAC No. 4.

3. Menjelaskan perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor
swasta.

A. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Laporan keuangan dalam sektor publik memainkan peran integral dalam

menyediakan informasi kunci yang mendukung proses pengambilan

keputusan dan pengelolaan sumber daya. Secara menyeluruh, laporan
keuangan memiliki tujuan yang penting dan berfungsi sebagai alat yang
memberikan informasi vital yang mencakup berbagai aspek penting dalam
konteks organisasi sektor publik. Berikut tujuan dan fungsi utama dari laporan
keuangan sektor publik yang sangat relevan dalam pengelolaan sumber daya
publik dan pertanggungjawaban.

Tujuan laporan keuangan sektor publik yaitu:

1. Dalam domain akuntansi sektor publik, informasi yang disediakan untuk
proses pengambilan keputusan terbatas pada informasi yang memiliki
aspek finansial. Artinya, data keuangan hanya mencakup informasi yang
dapat diukur dalam satuan mata uang. Secara lebih detail, tujuan
akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah meliputi:

2. Mengidentifikasi dan meramalkan arus kas, saldo neraca, dan kebutuhan
sumber daya finansial jangka pendek entitas pemerintah.

3. Menganalisis dan meramalkan kondisi ekonomi unit pemerintah serta
perubahan yang terjadi di dalamnya.
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AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

PWNPE

A.

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik.
Menjelaskan akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi.
Menjelaskan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi.
Menjelaskan peran akuntansi manajemen sektor publik.

RUANG LINGKUP AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Akuntansi manajemen sektor publik adalah cabang dari akuntansi sektor

publik yang fokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pelaporan
informasi keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk mendukung
proses pengambilan keputusan manajerial di entitas sektor publik. Ruang
lingkup akuntansi manajemen sektor publik mencakup berbagai aspek yang
berperan dalam pengelolaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan
organisasi. Berikut adalah ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik
yaitu:

1.

Perencanaan dan Anggaran: Akuntansi manajemen sektor publik
mencakup perencanaan dan pengembangan anggaran, yang melibatkan
proses peramalan dan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai
program dan proyek pemerintah. Ini mencakup penentuan prioritas,
penetapan target, dan alokasi dana yang tepat.

Pengendalian Biaya: Akuntansi manajemen sektor publik membantu
dalam mengendalikan biaya dengan memantau dan mengevaluasi
penggunaan dana publik. Hal ini termasuk identifikasi penyimpangan dari
anggaran, analisis varian anggaran, dan tindakan perbaikan yang
diperlukan.
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SISTEM PENGENDALIAN
MANAIJEMEN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan sistem pengendalian manajemen.

Menguraikan tipe pengendalian manajemen.

Menguraikan struktur pengendalian manajemen.
Menjelaskan proses pengendalian manajemen.

PWNPE

A. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Setiap organisasi, termasuk yang beroperasi di sektor publik atau swasta,
memiliki tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi
perlu diartikulasikan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Dalam
rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sistem pengendalian
manajemen untuk memastikan bahwa strategi organisasi dijalankan secara
efektif dan efisien. Pengendalian manajemen melibatkan beberapa kegiatan,
termasuk perencanaan, koordinasi di antara berbagai bagian dalam organisasi,
komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi individu dalam
organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi, pengendalian, dan penilaian
kinerja.

Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisa
terjadi karena ada kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa
tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian
manajemen sektor publik berfokus pada pelaksanaan strategi organisasi
dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem
pengendalian manajemen tersebut juga memerlukan dukungan unsur-unsur
lain seperti struktur organisasi yang sesuai dengan jenis pengendalian
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PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan pengertian anggaran sektor publik.
Menjelaskan fungsi anggaran sektor publik.
3. Menguraikan siklus anggaran sektor publik.

N

A. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran adalah representasi perkiraan yang ingin dicapai selama
periode tertentu dalam bentuk nilai finansial, sementara penganggaran
adalah proses atau metode untuk menyusun anggaran. Dalam konteks
organisasi sektor publik, penganggaran adalah tahapan yang rumit dan
memiliki tingkat politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik,
penganggaran merupakan sebuah proses politik, berbeda dengan sektor
swasta yang memiliki nuansa politik yang lebih rendah. Di sektor swasta,
anggaran adalah informasi yang bersifat rahasia perusahaan, sedangkan di
sektor publik, anggaran harus dipublikasikan untuk tujuan kritik, diskusi, dan
masukan. Anggaran sektor publik bertindak sebagai alat akuntabilitas dalam
pengelolaan uang publik dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana
politik.

Penganggaran sektor publik melibatkan proses penentuan alokasi dana
untuk program dan aktivitas dalam nilai moneter. Proses penganggaran di
organisasi sektor publik dimulai pada tahap perumusan strategi dan
perencanaan strategis. Tahap penganggaran menjadi sangat krusial karena
anggaran vyang tidak efisien dan tidak berfokus pada kinerja dapat
menghambat perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran adalah rencana
manajerial untuk mencapai tujuan organisasi, dan harus mencakup aspek-
aspek seperti perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik.
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JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan anggaran tradisional.
Menjelaskan anggaran publik dengan pendekatan NPM.
3. Menjelaskan anggaran kinerja.

N

A. ANGGARAN TRADISIONAL

Anggaran Tradisional adalah pendekatan yang sering digunakan di negara
berkembang saat ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini: (a)
penyusunan anggaran berdasarkan incrementalism dan (b) struktur anggaran
yang bersifat line-item. Selain itu, terdapat ciri lain seperti (c) sifat sentralistis,
(d) bersifat spesifik, (e) bersifat tahunan, dan (f) menggunakan prinsip
anggaran bruto. Pendekatan Anggaran Tradisional kurang mampu
mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan
sering gagal memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan.

Incrementalism menggambarkan pendekatan incremental dalam
Anggaran Tradisional, di mana anggaran hanya ditambah atau dikurangi pada
item-item yang telah ada sebelumnya dengan mengacu pada data tahun
sebelumnya, tanpa adanya analisis mendalam. Masalah utama dalam
Anggaran Tradisional adalah kurangnya perhatian terhadap konsep nilai uang.
Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali diabaikan dalam
penyusunan anggaran tradisional. Karena kurangnya perhatian terhadap
konsep nilai uang, seringkali terjadi kelebihan anggaran pada akhir tahun
yang kemudian dialokasikan pada aktivitas yang sebenarnya kurang penting.
Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep biaya historis dari
layanan, sehingga suatu item, program, atau kegiatan mungkin tetap ada
dalam anggaran tahun berikutnya meskipun tidak lagi diperlukan.
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APBN DAN APBD

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan pengertian APBN.

Menjelaskan penyusunan APBN.

Menghitung APBN.

Menjelaskan pengertian APBD.

Menjelaskan penyusunan APBD.

Menghitung APBD.

ok wNeE

A. PENGERTIAN APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kunci
utama dalam pengelolaan keuangan suatu negara, mewakili rencana
keuangan yang menentukan bagaimana pemerintah akan membiayai
berbagai program dan layanan publik serta mengelola sumber daya keuangan
yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dokumen yang
berisi rincian penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang
telah ditetapkan oleh undang-undang untuk periode satu tahun, yang
berlangsung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, yang juga dikenal
sebagai tahun fiskal. APBN terdiri dari tiga komponen utama, yaitu anggaran
pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara
mencakup penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, yang
merupakan hak pemerintah pusat dan menambah nilai kekayaan bersih.
Sementara itu, belanja negara mencakup berbagai kewajiban pemerintah
pusat untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
memfasilitasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
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STRATEGI PEMBELANJAAN
DAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan penentuan kebutuhan investasi publik.
Menjelaskan aspek kelayakan investasi.

Menjelaskan determinan investasi publik.

Menguraikan teknik dasar penilaian investasi publik.

PwNPE

A. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
Penentuan kebutuhan investasi publik melibatkan penentuan alokasi
anggaran untuk setiap unit organisasi. Sebelum melaksanakan investasi publik,
diperlukan analisis mendalam karena investasi ini berhubungan erat dengan
isu transparansi dan kepatutan anggaran. Penentuan kebutuhan investasi
publik terkait dengan dua aspek, yakni peningkatan dalam jumlah dan
peningkatan dalam mutu investasi. Ada beberapa cara untuk
mengelompokkan usulan investasi yaitu:
1. Investasi Penggantian.
Investasi yang digunakan untuk menggantikan peralatan atau aset tetap
mengikuti usia ekonomisnya. Jika usia ekonomis suatu aset telah berakhir,
maka dibutuhkan pembelian aset baru untuk menggantikannya. Penilaian
investasi publik harus mempertimbangkan usia teknis dan usia ekonomis
dari aset yang akan dibeli. Usia ekonomis berkaitan dengan estimasi
waktu di mana suatu aset masih memberikan manfaat, sedangkan usia
teknis berkaitan dengan kemampuan aset untuk memberikan manfaat
hingga tidak lagi berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, usia teknis suatu
aset dapat lebih lama daripada usia ekonomisnya. Ketika aset sudah
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PENILAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan pengukuran kinerja organisasi sektor publik.
Menjelaskan indikator kinerja dan value for money.
Menjelaskan pengukuran value for money.

Menguraikan langkah-langkah pengukuran value for money.
Menjelaskan pengukuran value for money audit.
Menguraikan balanced scorecard di sektor publik.

ounkwneE

A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu kerangka kerja
yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam mengevaluasi
pencapaian strategi dengan menggunakan indikator finansial dan non-
finansial. Sistem ini berperan sebagai alat pengendalian organisasi,
mengimplementasikan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran
kinerja di sektor publik diarahkan untuk tiga tujuan utama. Pertama,
membantu meningkatkan kinerja pemerintah dengan menetapkan sasaran
dan mengukur pencapaian unit kerja, yang pada gilirannya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas layanan publik. Kedua, digunakan untuk alokasi
sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, mendukung
pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi organisasi.
Manfaat dari pengukuran kinerja meliputi pemahaman tentang ukuran
kinerja, bimbingan untuk mencapai target kinerja, pemantauan dan evaluasi
kinerja, penggunaan yang objektif untuk penghargaan dan hukuman,
komunikasi internal, identifikasi kepuasan pelanggan, pemahaman proses
organisasi, dan peningkatan pengambilan keputusan yang objektif.
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RASIO KEUANGAN
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan analisis rasio keuangan sektor publik.
Menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah.
Menjelaskan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.
Menjelaskan rasio efisiensi pendapatan asli daerah.
Menjelaskan rasio aktivitas.
Menjelaskan rasio derajat desentralisasi fiskal.
Menjelaskan rasio ketergantungan.
Menjelaskan debt service coverage ratio.
Menjelaskan rasio pertumbuhan.

. Menjelaskan rasio standar penerimaan pendapatan.

Lo N~ WNE
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A. ANALISIS RASIO KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Analisis rasio keuangan sektor publik adalah suatu metode yang
digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan entitas pemerintah, seperti
pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, atau badan publik lainnya.
Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk mengukur kesehatan
keuangan, efisiensi, dan keberlanjutan keuangan organisasi pemerintah, serta
memberikan wawasan tentang cara sumber daya keuangan digunakan dalam
penyediaan layanan publik.

Analisis rasio keuangan sektor publik memberikan gambaran tentang
kinerja keuangan organisasi pemerintah. Hal ini membantu dalam
pengambilan keputusan, perencanaan keuangan, dan perbaikan kebijakan.
Selain itu, analisis rasio keuangan juga penting dalam mendukung
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AUDIT SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan ruang lingkup audit sektor publik.

Menjelaskan audit sektor publik dan audit sektor swasta.
Menguraikan jenis-jenis audit sektor publik.

Menguraikan teknik-teknik audit sektor publik.

Menguraikan contoh praktik audit sektor publik.

ok wnN e

A. RUANG LINGKUP AUDIT SEKTOR PUBLIK

Secara umum, Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematik yang
secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkaitan dengan pernyataan
(asersi) mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan memastikan
tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang berlaku, serta
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Audit
Keuangan Sektor Publik bertujuan untuk memberikan opini jujur tentang
posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku. Audit meliputi segmen laporan keuangan,
pengendalian internal, pengawasan internal, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, regulasi dalam
Audit Sektor Publik mencakup peraturan dan pedoman yang digunakan untuk
mengatur aturan serta ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan
audit sektor publik. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keteraturan,
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
organisasi sektor publik.
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PROSES AUDIT KINERJA

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:
Menjelaskan struktur audit kinerja.

Menjelaskan tahap pengenalan dan perencanaan.
Menjelaskan tahap audit.

Menjelaskan tahap pelaporan.

Menjelaskan tahap tindak lanjut.

ok wnN e

A. STRUKTUR AUDIT KINERJA

Secara prinsip, struktur audit, baik itu audit keuangan, audit kepatuhan,
audit manajemen, audit program, dan jenis audit lainnya, memiliki
persamaan. Perbedaan utamanya terletak pada tugas-tugas yang spesifik
dalam setiap tahapan audit yang mencerminkan kebutuhan dari jenis audit
tersebut. Secara keseluruhan, struktur audit mencakup:
1. Tahap-tahap audit.
2. Elemen-elemen dalam setiap tahap audit.
3. Tujuan umum dari setiap elemen.
4. Tugas-tugas khusus yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan.

Audit kinerja, pada dasarnya, memperluas audit keuangan dalam hal
tujuan dan prosedur yang diterapkan. Dengan kerangka struktur audit yang
sama, kita dapat mengembangkan struktur audit kinerja yang mencakup:

1. Tahap pengenalan dan perencanaan.
2. Tahap audit.

3. Tahap pelaporan.

4. Tahap tindak lanjut.
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